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ABSTRAK
Nama : Saddam Husein
Nim : 10100112029
Judul :  Pelaksanaan Hak-Hak Isteri yang di Talak oleh Suami Selama masa 
Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Hak-Hak Isteri 
yang di Talak oleh Suami Selama masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A 
Sungguminasa ? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam sub 
masalah atau pertanyaan Penelitian, yaitu : 1) Bagaimanakah praktek pelaksanaan 
nafkah iddah di Pengadilan Agama Sungguminasa? 2) Bagaimanakah respon hakim 
terkait pelaksanaan nafkah iddah?
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosilogis. Data diperoleh dari Hakim aktif, 
Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi 
Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan. 
Hasil yang di capai dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan nafkah iddah 
di Pengadilan Agama Sungguminasa pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas II 
A Sungguminasa yaitu: 1) Pelaksanaan nafkah Iddah pasca cerai dalam putusannya 
yaitu bahwa apabila suami (Pemohon untuk cerai Talak) telah mengizinkan pemohon 
untuk menjatuhkan talak satu raj’i di depan Pengadilan maka Hakim memperingatkan 
kepada pemohon bahwa ada nafkah Iddah yang harus di tunaikan oleh suami untuk 
memberikan hak isteri baik itu nafkah Iddah pasca di ceraikan, nafkah mut’ah 
maupun hadhanan maupun biaya anaknya sampai anak tersebut mumayyiz.2) Jika 
pasca perceraian maka mantan isteri atau wali dari anak dapat mengajukan 
permohonan eksekusi atas putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ke 
Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian. Kemudian Pengadilan Agama 
atas permohonan eksekusi memberikan aanmaning (teguran) 2 (dua) kali kepada 
mantan suami, apabila mantan suami tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut 
dengan sukarela, maka Pengadilan Agama dapat memerintahkan Panitera Pengadilan 
untuk mengadakan eksekusi atau penyitaan atas harta yang di miliki mantan suami.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan  yang sangat di 
harapkan oleh agama Islam.akad nikah di ucapkan untuk selamanya, sampai 
meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga 
tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang dan dapat memeliharanya dalam 
pertumbuhan yang baik. Karena itu ikatan suami istri merupakan ikatan yang paling 
suci dan paling kokoh dan tidak ada sesuatu yang jelas mengenai sifat kesucian yang 
paling agung, selain dari apa yang Allah sendiri namakan yaitu ikatan perjanjian 
antara suami dengan “mitsaqan galisan” (perjanjian yang kokoh). 
Dapat di pahami dalam menjalin hidup “Rumah Tangga” tidak hanya di dapati 
hal-hal yang menyenangkan tetapi akan juga di dapati hal-hal yang tidak di sukai, 
seperti tuntutan istri terhadap suami yang terlalu tinggi atau tuntutan suami terhadap 
terhadap istri yang tidak terpenuhi. Demikian pula keakraban suami istri bisa saja 
semakin lama semakin merenggang. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran dan 
akhirnya akan menimbulkan perceraian, apabila pasangan tidak saling menyadari dan 
memaklumi kekurangan pasangan mereka.
Problematika-problematika seperti ini sering terjadi dalam kehidupan 
berumah tangga, jika keduanya tidak memiliki dasar agama yang kuat. Oleh karena 
itu ummat islam di wajibkan membekali dirinya dengan agama untuk menghadapi 
problematika ini. Seorang istri harus saling memahami satu sama lainnya, karena 
pada dasarnya tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan suasana tentram dan 
damai, bukan menjadikan rumah tangga sebagai ajang mencari kesalahan dan 
kelemahan pasangan serta perbedaan.
Jika perceraian sudah tidak dapat di elakan lagi, karena salah satu pasangan 
suami istri mencelakakan yang lain, penyebab perceraian harus di lihat dulu 
persoalannya. Jika di sini yang bersalah pihak suami, ia wajib memberikan mut’ah 
dengan cara yang ma’ruf, tetapi apabila dari pihak istri yang bersalah maka sitri tidak 
berhak mendapatkan mut’ah atau yang lainnya. 
Jika terjadi perceraian khususnya perceraian talaq maka suami tidak 
membiarkan istri begitu saja melainkan harus memberi nafkah dan tempat tinggal 
kepada mantan istrinya, sebab terjadinya talaq bukan melepaskan kewajiban member 
nafkah, melainkan hanya terlepas dari hubungan seksual saja, berlangsung selama 
masa iddah belum habis walaupun suami istri saling berpisah.
Menurut hukum islam kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri di 
nyatakan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang di talak 
selama masa iddah dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka 
bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mentalaq istri, hendaknya istri dalam 
keadaan suci, atau telah di jima’ (di setubuhi) sebelumnya maka hukumnya haram 
(dilarang).  Sesuai firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2: 228.
2                                         
                                              
                                           
                     
Terjemahnya:
“Wanita-wanita yang di talaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci 
(dari haid). Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika 
mereka (para suami) itu menghendaki islah (Kebajikan)”. 
Pada saat perceraian atau masa iddah telah berlangsung kedua belah pihak 
telah bercerai. Masing-masing tetap mempunyai hak dan kewajiban. Bila suami 
melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak 
putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar bahkan menjadi 
gelandangan.
Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian ketika suami 
tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anak pada masa iddah. Setelah 
terjadi perceraian si suami harus memberikan minimal tempat tinggal yang layak 
kepada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, 
Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 menyebutkan “suami wajib menyediakan 
kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa 
iddah.” 
Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatan 
perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus gugatan nafkah iddah, ini yang di sebut 
denga fasakh. Guguatan tersebut dapat di ajukan bersama-sama sewaktu istri 
mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut di ajukan kemudian. 
Akan tetapi adapula kewajiban tersebut tidak dapat di bebankan kepada mantan 
suami, misalnya jika perceraian tersebut di sebabkan istri murtad atau sebab-sebab 
lainnya yang menjadikan suami tidak wajib menunaikan hak istri. Dan apabila telah 
ada kemufakatan bersama atas keputusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak 
tersebut, maka dapat pula nafkah anak di tanggung bersama antara keduanya (suami-
istri).
Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan 
masalah perceraian umumnya dan nafkah iddah khususnya. Namun untuk 
menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan dalam hal 
mantan istri yang harus agresif mengadukan permasalahannya kepengadilan agama, 
3bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum tentang perkara yang mereka 
alami. Namun pengakuan tersebut harus tetap di laksanakan sesuai dengan prosedur 
yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku. Apabila istri tidak 
mendapatkan hak-hak yang di atur oleh Komplikasi Hukum Islam, maka ia dapat 
mengajukan tuntutan kepada mantan suaminya ke Pengadilan Agama di tempat 
melangsungkan perceraian. Maka dari itu peneliti tertarik maka penulis tertarik untuk 
mengambil judul rencana penelitian skripsi yang berjudul “pelaksanaan hak-hak istri 
yang di talak oleh suami selama masa Iddah  di Pengadilan Agama kelas II A 
Sungguminasa.
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini maka peneliti 
memberikan beberapa defenisi sebagai kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. “Pelaksanaan” adalah Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 
semua rencana dan kebijakan guna mencapai suatu tujuan.
2. “Hak Isteri” adalah kewajiban suami yang harus di tunaikan.
3. “Talaq” adalah Memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau 
dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu 
atau dengan cara lain yang menggantikan kata-kata tersebut
4. Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus di jalani seorang 
perempuan sejak ia berpisah. Baik di sebabkan karena talaq maupun karena 
suaminya meninggal dunia
5. “Pengadilan” adalah Badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk 
mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum
6. “Pengadilan Agama Sungguminasa” adalah salah satu badan hukum yang 
berlokasikan di kota Sungguminasa.
C. Rumusan Masalah
4Melihat latar belakang di atas maka pokok masalah yang timbul adalah 
Bagaimanakah Pelaksanaan Hak-Hak Isteri yang di talaq oleh suami (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Sungguminasa)
Adapun sub masalahnya dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan nafkah iddah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa?
2. Bagaimanakah respon hakim terkait pelaksanaan nafkah iddah?
D. Kajian Pustaka
Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam  kajian pustaka yang peneliti 
gunakan adalah sebagai berikut:
1. Fiqh munakahat II,oleh Slamet Abidin dan Aminuddin. Buku ini 
membahas tentang Hukum Perkawinan dalam Islam yang meliputi Talak, 
Khuluk, Perceraian, Iddah, Rujuk, dan Hadhanah. Intinya buku ini sangat 
membantu dalam hal hak-hak isteri yang di talaq.
2. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Oleh Arso Sastroadmojo. Buku 
ini membahas tentang Hukum perkawinan Islam yang sesuai dengan 
Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Intinya hal 
yang sesuai dengan judul skripsi sangat membantu.
3. Risalah fiqh wanita,oleh Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa. Buku ini 
membahas tentang pedoman Ibadah Kaum wanita Muslimah dengan 
berbagai Permasalahannya, intinya buku ini mengkhususkan tentang 
Wanita muslimah dengan masalah Perkawinan.
5Selain Buku diatas, penulis juga mempersiapkan beberapa rujukan yang lain, 
seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu 
memaparkan skripsi yang berjudul “pelaksanaan hak-hak istri yang di talaq oleh 
suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa)”. Mengingat judul 
ini belum pernah ada yang membahasnya dalam karya ilmiah, serta beberapa rujukan 
diatas juga hanya berpaku pada Hukum Islam dan Undang-Undang Dalam 
Pernikahan, maka disini penulis sangat berkesan hati akan penelitian yang terkait hal 
tersebut.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang di bahas pada tulisan 
ini adalah :
1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan nafkah iddah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa.
2. Bagaimanakah respon hakim terkait pelaksanaan nafkah iddah?
 2. Kegunaan
a. kegunaan ilmiah 
1. penelitian ini di harapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat 
yang berada di setiap daerah agar mengetahui betapa pentingnya memberi 
nafkah kepada isteri yang telah di ceraikan selama masa iddahnya (waktu 
tunggu).
2. Sebagai sumbangsih dan bantuan pemikiran kepada masyarakat luas dalam 
rangka pengembangan wacana ilmiah yang lebih kompeten.
b. kegunaan Praktis 
Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bagi 
masyarakat demi terwujudnya pemahaman kepada masyarakat terkait dengan 




A. Hak Istri yang di Talak
Rumah tangga adalah tempat bernaungnnya seluruh anggota keluarga dan 
tempat saling tukar kasih sayang di antara semua anggota keluarga, terutama antara 
suami dan isteri. Di dalam keluarga terjadi sebuah ikatan batin yang kuat baik itu 
antara suami dengan isteri maupun anak dengan orang tua. Itulah sebabnya jika 
terjadi perceraian di dalam sebuah keluarga bukan berarti pihak yang satu dengan 
yang lain benar-benar terputus ikatannya.
Ikatan antara anak dengan orang tua tetap ada karena tidak ada istilah 
mantan/bekas anak atau mantan bapak, berbeda dengan hubungan suami isteri ikatan 
mereka memang terputus,namun selama sang isteri masih menjalani masa iddah 
karena perceraian tersebut, suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan 
nafkah secara lahir, berikut macam-macam hak yang di peroleh isteri yang di talaq 
oleh suami.
1. Mut’ah (Pemberian)
Mut’ah adalah suatu pemberian suami kepada isteri sewaktu suami 
menceraikannya. Pemberian ini di wajibkan atas laki-lakiapabila perceraian itu terjadi 
karena kehendak suami. tetapi jika perceraian itu kehendak isteri mut’ah (Pemberian) 
itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridhoan keduannya dengan 
mempertimbangkan keadaan kedua suami isteri. Sesuai dengan firman Allah swt. 
dalam QS.Al-Baqarah/2: 237.
                                  
                                         
                                         
Terjemahnya:
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,Maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
isterimu itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan 
nikah,dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa.dan janganlah kamu 
melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat 
segala apa yang kamu kerjakan”. 
Berdasarkan ayat di atas mengenai masalah mut’ah isteri yang belum di jima’ 
imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri yang belum di jima’ mendapatkan seperdua 
mahar, sekalipun sudah Khalwat.  Secara detail jumlah mut’ah kepada wanita yang 
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pernah di setubuhi lebih banyak dari pada yang belum sempat di setubuhi adalah 
karena hal itu sudah ketentuan al-Quran. Di samping itu, beban dan permasalahan 
yang harus di hadapi wanita yang di ceraikan dalam status pertama untuk bisa 
membina kembali kehidupan rumah tangga, jelas lebih berat dari pada wanita yang 
belum sempat di jima’. Itulah menurut al-Quran, namun kebiasaan yang berlaku di 
Pengadilan Agama tidaklah demikian. Wanita yang di talaq tidak mendapatkan 
Mut’ah sama sekali apapun motif talaqnya. Kadang-kadang, langkah yang di tempuh 
oleh pengadilan agama hanyalah berorentasi kepada beberapa fuqaha yang 
mengatakan bahwa nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, yang di berikan kepada 
wanita yang di talaq selama ia menjalani masa iddah, sudah merupakan Mut’ah yang 
mencukupi. 
2. Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat)
Dalam islam pemeliharaan anak di sebut Hadhanah. Istilah Hadhanah secara 
etimologis berarti di sampng atau berada di bawah ketiak. Sedang secara 
terminologis,Hadanah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau 
yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Yang di maksud dengan mendidik di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur 
segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.   
Apabila suami mentalaq isterinya, sedang si isteri itu mempunyai anak yang 
masih kecil, maka isterinya itulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga 
anak tersebut berusia (minimal tujuh tahun). Dan mengenai biaya hidup si anak 
tersebut di bebankan kepada suami yang menceraikannya. Apabila anak itu sudah 
mencapai usia (minimal tujuh tahun), maka anak itu di beri hak kesempatan untuk 
memilih, ikut ayah atau ikut ibunya.
Rasulullah saw. pernah memutuskan wanita yang baru saja diceraikan 
suaminya, bahwa dialah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya selagi ia (isteri 
itu) belum kawin lagi dengan laki-laki lain. 
Imam Ahmad dan al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘amr : 
اَنَّ امْرَأَةً قَا لَتْ : يَارَسُوْلَ ال َّهِ ! اِنَّ ابْنِ هذَا كَانَ بَطْنِ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً. 
وَاِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِى وَأَرَاَدَ أ ن ْيَنْزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ ا لَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمء 
تَنْكِحِيْ.
Artinya:
“Bahwa seorang wanita berkata :”Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, 
perut sayalah yang telah mengandungnnya, dan tetek sayalah yang telah 
menjadi minumnya dan Haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya 
telah menceraikan aku dan hendak menceraikan dia si kecil ini dari sisiku. 
Maka bersabdalah Rasulullah saw., : “Engkaulah yang berhak akan anak itu, 
selagi belum kawin (dengan orang lain)”.  
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Penjelasan dari hadist di atas yaitu Al-Hakim mengatakan hadist tersebut 
shahih sanadnya. Kandungan dalam hadist tersebut menyatakan bahwa selama ibu 
belum menikah lagi maka ibu lebih berhak dan wajib mengasuh anaknya, walaupun 
suami telah mentalaknya.
Pada dasarnya ibu lebih baik mengasuh anaknya. Syekhul Islam Ibnu 
Taimiyah berkata: “ seorang ibu itu lebih  mashlahah  dibandingkan seorang ayah. 
Karena, sang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil. Dia juga lebih tau hal-
hal yang menyangkut makanannya. Ia menggendong dan menuntunnya dengan penuh 
kesabaran. Selain lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih 
menyayanginya. Dalam hal ini, ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar 
disbanding seorang ayah. Maka, seorang ibu ditetapkan sebagai orang yang lebih 
berhak mengasuh anak kecilnya yang belum baligh di dalam syariah”.
Tetapi jika dengan menikah lagi dengan suami baru anaknya akan terlantar 
maka bapaknya harus mengasuhnya. Jika ia beristri lagi, maka biasanya anak tiri 
kurang diperhatikan istri baru, apalagi jika ia sudah punya anak kandung. Dalam 
keadaan begitu, alangkah baiknya tidak dibawa kerumah istri baru, tetapi diasuh 
familinya yang lain dan paling akhir diasuh dirumah penyantuni anak-anak, yang 
berdasarkan islam. Inilah dampak buruk akibat suami istri yang bercerai talak yang 
menjadikan anak sebagai korban.Oleh sebab itu Allah paling membenci perbuatan 
tersebut meskipun perkara tersebut masuk yang halal.
  Ketentuan bahwa anak diasuh ibu bukan ayah hanyalah apabila anak itu masih kecil 
dan belum mumayiz. Kalau sudah mumayiz, maka anak diberi pilihan apakah ia ingin 
ikut ayahnya atau ibunya,lalu si anak berada dalam asuhan salah satu yang dipilihnya, 
baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.
Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah di selidiki oleh seorang yang 
berwajib,siapakah di antara keduanya (ibu atau bapak) yang lebih berhak atau pandai 
mendidik anak itu hendaklah di serahkan kepada yang lebih baik untuk mengatur 
kemaslahatan anak itu. Hadist di atas menunjukkan bahwa seorang ibu yang lebih 
berhak untuk mengasuh anaknya jika diceraikan oleh ayahnya. Dan ibunya belum 
menikah lagi. Tapi, jika ia telah menikah maka hak mengasuh anaknya telah 
gugur.adapun urutan hak asuh anak diduhulukan seorang ibu untuk mengasuh 
anaknya,karena sang ibu biasanya lebih dekat dan lebih sayang terhadap bayi yang 
dilahirkannya. 
Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan 
melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa 
melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan 
pendidikannya tersia-siakan. Jika hadhanahnya dapat didatangi orang lain, misalnya 
bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadhanah (mengasuh).
Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan adalah pendidikan anak dlm 
pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara 
baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta 
mempersiapan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa datang.
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Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu di 
utamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu 
mendidiknya. Juga karena ibu mempunyainya rasa kesabaran untuk melakukan tugas 
ini yang tidak di miliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk 
mengasuh anaknya dari pada bapak.
Apabila hak asuh seorang ibu telah gugur, maka hak pengasuhan anak 
dipindahkan kepada ibunya isteri atau nenek dari anak tersebut. Karena, nenek adalah 
keluarga terdekat setelah ibu. Selain itu,seorang nenek juga mempunyai status sama 
seperti ibunya.ia akan lebih menjaga dan menyayangi anak yang diasuhnya di 
banding yang lain.
Secara global sebenarnya Undang-undang perkawinan telah memberi aturan 
pemeliharaan anak tersebut telah di rangkai dengan akibat putusnya sebuah 
perkawinan.di dalam pasal 41 dinyatakan bahwa sebuah perkawinan putus karena 
terjadinya perceraian, maka akibatnya adalah:
(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
(b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang di perlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat 
memikul biaya tersebut;
(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 
Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal-pasalnya di 
gunakan istilah pemeliharaan anak yang di muat dalam BAB XIV pasal 98 dan 105 
sebagai berikut : 
Pasal 98 :
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan.
(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 
mampu.
Dalam hal terjadinya perceraian diatur pada Pasal 105 :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk 
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya;
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c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. 
Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, tentang Hadhanah menegaskan bahwa 
kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam malah membagi tugas-tugas yang 
harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah.anak yang belum 
Mumayyiz tetap di asuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung-jawab 
ayahnya.
Syarat-syarat Hadhanah 
Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki 
persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat 
tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan 
menyelenggarakan hadhanahnya. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu sebagai 
berikut :
a. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh 
menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat megurusi dirinya 
sendiri,maka ia tidak boleh di serahi mengurusi orang lain. Seseorang yang 
tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatupun kepada 
orang lain.
b. Dewasa. Hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyis, tetap membutuhkan 
orang yang mengurusinya dan mengasuhnya karena itu, dia tidak bleh 
menagani urusan orang lain.
c. Mampu mendidik. Karena itu, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang 
buta atau rabung, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya 
untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri 
perlu di urus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahya sehingga 
merugikan anak kecil yang di urusnya, atau bukan orang yang tinggal 
bersama orang yang sakit enular atau yang suka marah kepada anak-anak 
sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri. Sehingga akibat kemarahannya itu 
todak bisa memperhgatikan kepentingan si anak secara sempurana dan men 
ciptakan suasana yang kurang baik.
d. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat di perccaya 
untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan di khawatirkan  bila 
nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan yang 
curang ini. 
Dalam hal ini, ibnu Qayyum berkata bahwa sebenarnya tidaklah 
pengasuh itu di syaratkan harus adil hanya murid-murid imam Ahmad dan 
Syafi’i dan lain-lainnya yang mensyaratkan demikian.
Persyaratan saat ini sangat sukar di penuhi. Kalau pengasuh di 
syaratkan harus adil, tentu banyak anak yang di dunia ini yang terlantar, 
sehingga bertambah besar kesulitan bagi umat, bertambah berat 
mengurusnya, bahkan kemungkinan besar kebanyakan anak-anak adalah 
durjana dan tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mencegah mereka, 
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karena mereka yang durjana justru bertambah besar jumlahnya. Dan 
kapankah Islam pernah mencabut anak dari asuhan itu ibu bapaknya atau 
salah seorang dari mereka, karena kedurhakaan ( kecurangannya). Hal ini 
tentu dapat memberatkan dan menyusahkan. Dan praktek yang berlangsung 
terus-menerus selama ini pada semua negeri bertentang pada syarat yang 
adil ini. Ini syarat adil yang sangat berbeda dalam hal wali perkawinan. 
Dalam hal ini, memang begitulah yang telah berjalan pada berbagai negeri 
dan sepanjang masa berbagai desa dan kota, padahal kebanyakan dari wali-
wali perkawinan ini adalah orang-orang durhaka (fasik). Bahkan selamanya 
orang-orang fasik ini selalu ada di antara manusia ini. Nabi dan para 
sahabatnya tidak pernah melarang seorang durhak mendidik dan mengasuh 
anaknya atau menikahkan orang yang ada dalam perwaliaannya. Dan adat 
masyarakat menjadi saksi bahwa, seorang laki-laki meskipun ia durhaka 
tetapi berhati-hati menjaga kehormatan anak perempuannya dan tidak mau 
menyia-yiakannya dia tetap berusaha keras untuk berbuat baik kepada anak 
perempuannya ini. Sealipun ada kalanya terjadi pula yang sebaliknya. 
Tetapi yang seperti ini sedikit sekali adanya jika di bandingkan dengan 
keadaan yang berlaku. Bagi Islam, dalam hal Hadhanah ini cukup memberi 
dorongan alami saja. Sekiranya orang durhaka di cabut hak hadhanah 
(mengasuh dan mendidik anaknya) dan hak menjadi wali dalam nikah, tentu 
hal ini perlu dijelaskan kepada umat manusia untuk mengabaikanya dan 
berjalannya praktek yang bertentangan dengan sifat-sifat ini. Kalau 
kedurhakaan itu meniadakan hak hadhana, tentulah orang yang berzina, 
minum khamar  atau berbuat dosa besar, haruslah di jauhkan dari anak-
anaknya yang masih kecil dan mereka di serahkan kepada orang lain. Akan 
tetapi, kenyataanya tidaklah demikian.
e. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh di asuh oleh pengasuh yang bukan 
muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan allah 
tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
f. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki 
lain, maka hak hadhanahnya hilang.
g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan 
dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh 
anak kecil. Ibnu Qayyim berkata, tentang syarat-syarat merdeka ini tidaklah 
ada dalilnya yang menyakinkan hati. Hanya murid-murid dari tiga mazhab 
sajalah yang menetapkannya. Dan imam malik berkata tentang seorang laki-
laki yang merdeka yang memiliki anak dari budak perempuannya, 
sesungguhnya ibunya lebih berhak terhadap anaknya selama ia tidak di jual. 
Jika ia di jual maka hak hadahanahnya berpindah, dan ayahnyalah yang 
lebuh berhak atas anaknya. Dan pendapat inilah yang benar. 
h. Menetap (tidak musafir)
3. Nafkah Iddah 
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Bagi isteri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena di 
talaq atau di tinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus 
diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah 
yang di bebankan kepada mantan isteri yang telah di cerai baik dia (isteri) orang yang 
merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan 
kepada-Nya. Sedangkan menurut Hukum Islam kewajiban memberikan nafakah 
kepada mantan isteri yang di talaq di tegaskan dalam QS.At-Thalaq/65: 1.
                                               
                                  
                                      
                      
Terjemahnya:
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 
menceraikan mereka pada waktu mereka dapat mengahadapi iddahnya (yang 
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakkalah kepada Allah. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah engakau 
(diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang 
terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu akan mengetahui barangkali Allah 
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” .
Dari ayat di atas dapat di simpulkan beberapa hal yaitu :
1. Bahwa dalam mentalaq isteri hendaklah dalam keadaan suci dan belum di 
campuri, ini berarti talaq Sunni. Sedangkan menjatuhkan talaq dalam keadaan 
Haid atau dalam keadaan suci tetapi dijima’(distubuhi) maka hukumnya di 
larang atau Haram.
2. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang di talaq selama 
dalam masa Iddah dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ke tempat yang 
lain kecuali jika berbuat yang tidak baik.
3. Tempat tinggal tidak wajib di berikan kepada isteri yang tidak dapat di rujuk 
kembali.
4. Talaq boleh di lakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan istri yang tidak 
aman.
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Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada isteri, di mana 
tidak ada perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini bahkan di dalam al-Qur’an 
mewajibkan hal itu sesuai Firman allah swt. dalam QS.An-Nisa/4: 5
                                          
                     
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang0orang yang belum sempurna 
akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. 
Sedangkan al-Qur’an menyebutkan tanggung-jawab nafkah dalam kasus 
perceraian dalam QS.At-Thalaq/65: 7.
                                          
                                      
Terjemahnya:
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang di 
berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 
Tanggung jawab nafkah suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi sah, 
tetapi suamipun wajib menafkahinya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa 
suami yang egois yang mungkin salah memperlakukan isterinya dan menyengsarakan 
hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan talaq satu, hal ini sangat 
terlarang. Suami harus menafkahinya sebagaimana yang di sediakan untuk dirinya 
sendiri,sama dengan ketika isteri masih hidup dengannya. 
B. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah
Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang di hitung. Secara bahasa iddah 
berasal dari kata  عدد yang mempunyai arti bilangan atau hitungan. Dalam kamus 
Indonesia Arab karangan A.W. Munawir Muhammad Fairuz, bahwa kata iddah 
berasal dari kata عّد yang berarti menghitung. 
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Sebagian ulama mendefenisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti 
kesucian seorang isteri yang di tinggal mati dan di ceraikan oleh suaminya. Dan 
sebelum habis masa iddahnya di larang untuk menikah lagi. Karena bagi isteri yang 
putus hubungan perkawinan dengan suaminya, baik karena di talaq atau di tinggal 
mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus di perhatikan yaitu 
masalah iddah. Keharusan beriddah adalah perintah allah yang di bebankan kepada 
isteri yang telah dicerai baik dia (isteri) yang merdeka maupun hamba sahaya untuk 
melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya.
Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata iddah di pakai 
untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.  Sedangkan 
para ulama lainnya, telah merumuskan pengertian iddah, 
اسم للمد التي تنتظر فيها المراة وتمتنع عن الترو يج بعد وقا ة زوجه و فر ا قه لها.
Terjemahnya;
“Nama bagi sesuatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu 
kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dengan 
suami’.
Dari defenisi di atas, dapat si simpulkan bahwa iddah adalah suatu tenggang 
waktu tertentu yang harus di jalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik di 
sebabkan karena talaq maupun karena suaminya meninggal dunia.dalam masa iddah 
ini wanita (isteri) tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masanya. 
Berdasarkan beberapa defense di atas bahwa iddah mempunyai beberpa unsur yaitu ;
1. Suatu tenggang waktu tertentu
2. Wajib di jalani si mantan isteri
3. Alasan yang mendasarina karena di tinggal mati atau di ceraikan oleh suami.
4. Larangan untuk melakukan perkawinan dalam masa iddah.
Untuk memperjelas pengertian di atas, Departemen Agama RI merumuskan 
bahwa Iddah menurut pengertian Hukum Islam ialah masa tunggu yang di tetapkan 
oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-
laki lain setelah perkawinan. dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan 
akibat hubungan dengan suaminya itu.
Jadi, Iddah merupakan kewajiban seorang isteri untuk menghitung hari-hari 
suci dan masa bersih para isteri, karena merupakan penentu untuk masa lamanya 
menunggu dan tidak boleh menikah selama masa tersebut yang disebabkan oleh 
kematian suami atau perceraian. 
Menurut H.Arso Sastroadmojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia di jelaskan bahwa iddah adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan 
tidak boleh menikah bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran denga 
tujuan untuk menetukan nasab kandungannya apabila ia dalam keadaan hamil.dan 
juga sebagai masa berkabung bila suami meninggal dunia serta untuk menentukan 
masa rujuk bagi suami bila di talaq itu berupa talaq raj’i. 
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Pemahaman ini di inspirasikan secara implicit oleh pasal-pasal yang 
berhubungan dengan masalah iddah itu sendiri yaitu pasal 11 Undang-Undang RI 
No.1 Tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan 
demikian pengertian iddah adalah masa tenggang waktu atau masa tunggu setelah 
jatunya talaq. Selama masa iddah mantan suami masih memperoleh kesempatan 
untuk rujuk kembali kepada mantan isterinya.atas dasar inilah si isteri di wajibkan 
untuk menjalani masa iddah dan tidak di perbolehkan melangsungkan perkawinan 
dengan laki-laki lain.
Dasar Hukum Iddah
Dasar hukum Iddah dapat kita lihat di dalam QS.Al-Baqarah/2: 228
                                         
                                              
                                           
                     
Terjemahnya:
“Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya hendak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 
suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempnyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
           (dan wanita-wanita yang di talak hendaklah menunggu atau 
menahan)      (diri mereka) dari kata          ( selama tiga kali quru’) yang di dihitung 
dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru’ adalah jamak dari qar’un dengan memfat-
19
hakan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan 
adapula yang haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah di campuri, adapun 
mengenai yang belum di campuri, maka tidak ada “iddah berdasarkan firmannya”. 
Maka mereka itu tidak mempunyai iddah bagimu. Juga bukan wanita-wanita yang 
berhenti haidnya, atau anak-anak yang di bawah umur karena bagi mereka iddahnya 
selama tiga bulan. Mengenai wanita-wanita hamil maka iddahnya sampai mereka 
melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah at-Thalaq, sedangkan 
wanita-wanita budak, sebagaimana menurut sunnah iddah mereka adalah dua kali 
quru’.                           (dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah 
di ciptakan Allah swt, kepada rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid,    
                     (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami 
mereka)-        (lebih berhak untuk merujuki mereka) sekaligus mereka tidak mau di 
rujuk -      (di saat demikian), artinya di saat demikian itu-          (jika mereka 
menghendaki perbaikan) sesama mereka dan buka untuk menyusahkan isteri. Ini 
merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan 
merupakan syarat di perbolehkannya rujuk. Ini mengenai talaq raj’i dan memang 
tidak ada orang yang lebih utama dari pada suami, karena sewaktu masih dalam 
iddah, tak ada hak bagi orang lain untuk mengawini isterinya-   (dan para wanita 
mempunyai dari para suaminya-        (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para 
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suami-    (yang di bebankan kepada mereka)       (secara ma’ruf) menurut syara’ 
seperti baik dalam pergaulan sehari-hari,meninggalkan hal-hal yang dapat 
mencelakakan isteri dan lain sebagainya-            (akan tetapi pihak suami 
mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan yang 
harus di taati di sebabkan mas kawin dan belanja  yang mereka keluarkan dari 
kantong mereka-          ( dan Allah maha tangguh) dalam kerajaannya.-   (lagi maha 
bijaksana) dalam rencananya terhadap hamba-hambanya. 
Adapun sebab ayat di turunkan adalah: 
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 228. 
“Dan wanita-wanita yang di cerai, hendaklah menunggu selama tiga kali qur’.... 
sampai akhir ayat”. 
Di ketengahkan oleh Abu Daud dan ‘Ibnu Abi Hatim dari asma binti Yazi 
binti Sakan Al-Ansyariyah, katanya: “saya di jatuhi talak di masa Rasulullah saw, 
sedangkan pada waktu itu belum ada ‘iddah bagi wanita yang di ceraikan. Maka 
Allah menurunkan ‘iddah karena talak itu: “ dan wanita-wanita di atas yang dicerai 
hendaklah menunggu selama tiga kali quru’. 
Di sebutkan oleh Tsa’labi dan Hibatullah bin Salaah dalam an-Nasikh dari Al-
kalbi dan muqutil bahwa Ismail bin Abdillah Al-Gifari menceraikan isterinya qotilah 
di masa Rasullullah saw, tanpa mengetahui bahwa ia dalam keadaan hamil. 
Kemudian setelah di ketahuinya, ia pun rujuk dan melahirkan bayinya. Kebetulan 
isterinya itu meninggal, di ikuti oleh anaknya maka turunlah ayat ‘dan wanita-
wanitayang dicerai, hendaklah menunggu selama selama tiga kali quru’”. 
Sedangkan dasar hukum iddah dalam hadist dari Bukhari:
عن أبي مسعو د الا لصاري , فقات : عن النبي صلى الله عليه وسلم فقا ل : عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : اذ أ نفق المسلم نفقة على اهله , وهو  يحتسسبها, كا نت له صد قة (رواه 
البخاري). 
Terjemahnya:
“Dari Abu Mas’ud Al-Ansary berkata: Dari Nabi saw. Beliau bersabda apabila 
seorang Muslim menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharap 
dapat memperoleh pahala maka hal itu akan di catat sebagai sedekah baginya”. 
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Dasar hukum Iddah tertuang dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan pasal 11 ayat 1 dan 2 : 
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan di atur dalam 
peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
Demikian pula pada Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan 
pelaksannaan Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 
mengatur waktu tunggu yang di jelaskan pada bab VIIpasal 39. Dalam pasal 153 
Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan menentukan waktu tunggu sebagai 
berikut : Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 
iddah kecuali Qobla Al Dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian 
suami.
Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengatur waktu Iddah 
dalam pasal 154 dan pasal 155 yang menyatakan :
Pasal 154 
“Apabila isteri bertalak raj’I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang di 
maksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh 
suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat 
matinya bekas suaminya”.
Pasal 155
“Waktu Iddah bagi Janda yang putus perkawinannya karean khuluk,fasakh dan li’an 
berlaku iddah talak”. 
C. Macam-Macam dan Hikmah di Syariatkannya Iddah
Macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-Undangan 
Hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang  RI No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan pemerintah No.9 
Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan Klasifikasi dengan 
tidak menyebutkan suatu istilah tertentu yang di pergunakan, akan tetapi sebagimana 
di ketahui bahwa materi Undang-undang Perkawinan dan peraturan Pelaksanaannya 
merupakan cuplikan yang di ambil dari norma masing-masing agama di Indonesia 
yang di dominasi oleh aturan-aturan yang di gariskan dalam syariat Islam. Sedangkan 
cara Spesifikasi maka macam-macam Iddah itu antara lain sebagai berikut :
1. Iddah Perempuan yang Haid
Jika perempuannya bias haid maka iddahnya tiga kali quru’. Sebagaimana 
Firman Allah swt. QS.Al-Baqarah/2: 228. 
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وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ ِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ...
Terjemahnya:
“Dan Perempuan-perempuan yang bertalaq, hendaklah mereka menahan diri 
mereka tiga kali quru’”.
Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Isteri yang telah di cerai dalam keadaan 
masih haid harus menjalani iddah (masa tunggu) selama tiga kali suci dan bila di 
harikan minimal 90 (Sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana di sebut dalam pasal 
39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ayat 1 sub (b) sebagai berikut : “Apabila 
perkawinan putus karena perceraian yang berdatang bulan di tetapkan 3 (tiga) kali 
suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari”.  
2. Iddah Isteri yang tidak Haid (Monopaus)
Isteri yang tidak haid lagi (Monopaus) jika di ceraikan oleh suaminya maka 
masa iddahnya selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang 
belum baligh dan perempuan tua yang tidak bias haid lagi, walaupun isteri sama 
sekali tidak haid lagi atau sudah putus masa haidnya, ketentuan ini sesuai Firman 
Allah swt. dalam QS.Ath-Thalaq/65: 4.
وَالّئِيْ يَئِسْنَ مِن َالْمَحِيْضِ مِن ْنِّسَائِكُمْ ا نِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ ا شْهُرٍ وَالَّئِ لَمْ يَحِضْنَ وَاُوْلَاتُ 
اْلاَحْمَالِ َجَلُهُنَّ اَن ْيَّضَعْنَ حَمْلَهُنّ..
.
Terjemahnya: 
“Dan orang-Orang yang putus di antara isteri-isteri kamu, jika kamu ragu maka 
iddah mereka itu tiga bulan. Dan orang-orang yang tidak berhaid serta 
perempuan hamil masa iddahnya ialah sesudah mereka melahirkan”.
Sedangkan Hukum Perdata Indonesia maka isteri tersebut harus menjalani 
masa tunggu selama 90 (Sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 39 Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975 ayat 1 sub (b) berbunyi sebagai berikut : “Apabila 
perkawinan putus karena Perceraian, waktu tunggu bagi yang tidak berdatang bulan 
di tetapkan 90 (Sembilan puluh) hari”. 
3. Iddah Isteri yang telah di Setubuhi 
Iddah isteri yang telah di setubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi. 
Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali quru’ sebagaimana firman Allah 
swt. dalam QS.Al-Baqarah/2: 228.
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                                         
                                              
                                           
                     
Terjemahnya:
“Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya hendak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 
suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempnyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
Arti quru’قروء  dalam ayat di atas adalah jamak dari kata قرء yang berarti 
Haid, hal ini di kuatkan Al-Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah bahwa kata 
quru’ hanya di gunakan oleh agama yang berarti haid. Sesuai dengan Firman Allah 
swt. dalam QS.Ath-Thalaq/65: 1.
. . .اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا لعدة
Terjemahnya: 
“apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan 
mereka pada waktu mereka dapat mengahadapi iddahnya (yang wajar)”.
Masa iddah untuk isteri yang telah disetubuhi tetapi tidak haid maka lama 
iddah 3 (tiga) bulan atau 90 hari.
4. Iddah Perempuan Hamil
Perempuan yang dicerai atau di tinggal mati suami dan sedang hamil iddahnya 
sampai ia melahirkan. Hal ini di dasarkan pada firman Allah swt.dalam QS.Ath-
Thalaq/65: 4.
. . .  واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
Terjemahnya:
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“Dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka ialah sesudah 
melahirkan “. 
Isteri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan 
bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 135 ayat 2 sub (c) yang 
berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena Perkawinan sedang Janda tersebut 
dalam keadaan hamil waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan”.
5. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia
Iddah wanita yang di tinggal suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil maka lama 
iddahnya ialah 4 bulan 10 hari , sesuai firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2: 
234.
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ و يَذَرُوْنَ اَزْو اجَا يَتَرَبَّصْنَ ِاَنْفِسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرً. . 
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat 
bulan sepuluh hari”.  
Namun jika isteri sedang hamil maka ia harus menjalani iddah atau masa 
tunggu sampai ia melahirkan adapun hikmah di syariatkannya iddah bahwa, suatu 
keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam adalah ajaran agama Islam yang 
termuat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan petunjuk Allah swt. yang harus 
menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum Muslimin dan Muslimat demi 
keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat.
6. Iddah Wanita Hamil dan di tinggal Mati
Mengenai hal ini perselisihan pendapat. Menurut pendapat empat imam 
mazhab, bahwa wanita yang di tinggal mati oleh suaminya dan ia dalam keadaan 
hamil maka iddahnya sampai melahirkan walaupun si suami belum di kubur, sesuai 
dengan firman Allah yang artinya wanita hamil iddahnya sampai ia melahirkan baik 
suaminya itu masih hidup atau sudah meninggal. Sebagian ulama salaf berpendapat 
bahwa iddah wanita hamil yang suaminya meninggal yaitu dua iddah sekaligus.
Adapun di syariatkannya iddah,karena ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk 
kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa 
tertentu pula. Akan tetapi ajaran islam sejak di turunkan telah di tetapkan sebagai 
pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu 
pada akhir zaman. 
Kedudukan Hukum dan Hikmah di syariatkannya iddah yaitu seperti 
dijelaskan di atas bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah, apabila iddahnya 
adalah iddah talak raj’i maka suami berhak merujuknya kembali. Akan tetapi, apabila 
ia hendak menikah dengan laki-laki lain, maka ia harus menunggu sampai masa 
iddahnya habis.
Sedang dalam talak ba’in, suami tidak berhak merujuknya kembali kecuali 
dengan akad nikah baru apabila telah habis masa iddahnya sebagai berikut :
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1) Sebagai Pembersih rahim
Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat 
penting. Oleh karena itu, segala ketentuan untuk menghindari kekacauan nisab 
keturunan manusia di tetapkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah secara tegas. 
Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah 
dengan beberapa pria dalam waktu yang bersamaan. Dan di samping itu untuk 
menghilangkan keraguan tentang kesucian rahim wanita tersebut, sehingga 
pada nantinya tidak ada lagi keraguan tentang anak yang di kandung oleh 
wanita itu apabila ia telah menikah dengan laki-laki lain. 
2) Kesempatan Untuk Berfikir
Iddah khusunya dalam talaq Raj’I merupakan suatu tenggang waktu 
yang memungkinkan bagi perbaikan hubungan suami isteri. Dalam masa ini 
kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil 
langkah-langkah yang baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-
putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang 
tuanya.
Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan 
fikiran yang jernih setelah mereka mengahadapi keadaan rumah tangga yang 
panas demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.jika 
pikiran mereka jernih bias jadi suami akan merujuk isterinya kembali dan 
isteri tidak menolak sehingga  perkawinan mereka dapat di teruskan kembali.
3) Kesempatan untuk Rujuk 
Apabila seorang isteri di talaq oleh suami, maka masa iddah itu 
merupakan masa berfikir bagi suami untuk merujuk isterinya. Apabila mantan 
suami merasa yakin untk kembali kepada isterinya maka boleh rujuk kepada 
isterinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila mantan suami meresa yakin 
bahwa ia tidak mungkin kembali memperbaiki rumah tangganya maka ia 
harus melepas isterinya secara baik-baik dan juga tidak menghalang-halangi 
mantan isteri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.
4) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpun orang-orang 
arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang. Jika tidak 
diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil 
bermain, sebentar di susun, sebentar lagi di rusaknya.
5) Kesempatan untuk berduka cita 
Sebagai kelanjutan masa iddah adalah, khususnya berkaitan dengan 
isteri kematian suami. Di samping ia menjalani masa iddah empat bulan 
sepuluh hari, ia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu iddah 
tersebut.
Mengenai untuk siapa ia melakukan iddah, hampir semua ulama 
berpendapat bahwa iddah hanya dapat dilakukan untuk suami yang 
menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa 
perkawinannya dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Tentang mengapa ia 
harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan para ulama. Hal yang di 
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sepakati adalah, bahwa ihdad atau berkabungnya hanya berlaku bagi 
perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian. 
Iddah khususnya dalam kasus cerai mati adalah masa duka atau 
belasungkawa atas meninggalnya suami. Mengenang kebaikan dan keindahan 
bersama suami memelihara kehormatan dan mengelakkan fitnah.hikmah 
lainnya yaitu menghormati hak suami khususnya sang isteri yang terceraikan 
karena kematian.
Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, 
maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus di beri 
tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.
Dalam pedoman perkawinan, halaman 88 di sebut bahwa hikmah iddah adalah 
sebagai berikut :
1. Iddah adalah masa berfikir untuk kembali lagi atau berpisah
2. Waktu iddah baik bagi pihak ketiga untuk usaha untuk merujuk kembali, 
QS. An-Nisa/4: 35. 
                                                 
                                 
Terjemahnya:
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 
dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan tetap 
berpisah,
4. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru 
5. Sebagai waktu bergabung bila suaminya meninggal
6. Masa untuk menentukan kosong tidaknya isteri dari suami
7. Sebagai hukum ta’abudy.
Dengan demikian bahwa iddah memiliki berbagai keutamaan dalam beberapa 
aspek, yang masing-masing berhubungan dan tidak dapat di pisahkan. Sehubungan 
dengan itu maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :
1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat 
mengubah ketentuan dalam kasusu-kasus yang sudah jelas di kemukakan dan di 
tetapkan dalam al-qur’an dan as-sunnah.
2) Meskipun terdapat keyakinan bahwa dalam rahim wanita (istri) dan antara 
mereka (suami isteri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidaklah dapat di 
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benarkan wanita tersebut (mantan isteri) melanggar ketentuan iddah yang sudah 
ditentukan.
3) Begitupula sebaliknya tidaklah dapat di benarkan untuk memperpanjang iddah 
bagi isteri yang dapat mengakibantkan penganiayaan maupun yang 
mendatangkan keuntungan baik bagi mantan suami ataupun bagi mantan isteri. 
D. Nafkah Iddah dalam peraturan perundang-Undangan di Indonesia
Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku fiqh di sajikan secara 
Kompherensif sebagai bagian kajian fiqh keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyah). 
Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib di nafkahinya 
menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan 
masyarakat Islam.Kenyataan seperti ini sering terjadi, terutama dalam masyarakat 
yang kurang tau tentang bagaimana cara memperoleh haknya setelah perceraian. 
Sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang iddah atau 
pun waktu tunggu secara rinci satu-satunya yang bicara waktu tunggu adalah 
Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentng perkawinan pasal 11 ayat 1 dan 2 
berbunyi: 
1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu
2) Tenggang waktu tersebut ayat (1) akan di atur lebih lanjut oleh Peraturan 
Pemerintah.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 
penghidupan atau suatu kewajiban bagi mantan isteri yang telah di ceraikan suaminya 
jangan sampai isteri menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah sepertinya sudah menjadi 
hal yang tidak aneh tentang pelaksanaan nafkah iddah yang belum terealisasi dengan 
baik. Seperti biasa kita lihat berbagai penderitaan yang di rasakan kaum wanita, 
terutama masalah perkawinan dan asalah perceraian.seakan-akan makhluk yang 
bernbama wanita seperti raga tanpa jiwa. Dalam nash-nash al-quran yang 
menekankan agar menegakkan keadilan baik dalam kalangan perempuan maupun 
kalangan laki-laki, kita memang kebanyakan mengabaikan nash tentang kewajiban 
terhadap wanita yang diceraikan.
Akad perkawinan dalam hukum islam bukan semata urusan perdata melainkan 
ikatan suci (mitsaqan ghaliza) yang terkait denga keyakinan dan keimanan kepada 
Allah. Namun seringkali perkawinan kandas di tengah jalan akibat perceraian yang di 
maksud adalah perceraian talaq 1 dan 2 yaitu talaq raj’I maka isteri yang di talaq 
harus mendapatkan haknya sesuai dengan aturan Undang-undang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yaitu bila mana perkawinan putus karena talaqm 
maka bekas suami member nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama 





A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.  Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian  merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 
berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang 
mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi 
masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah 
sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu 
berusaha untuk mengetahui sesuatu.  Keinginan untuk memperoleh dan 
mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya 
menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.
Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis data yang tepat, serta dapat 
mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulisan dan 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Jenis penelitian
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Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah field research, Field research 
yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta 
menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.
b. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengadilan Agama Kelas II A 
Sungguminasa . Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama 
ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan 
terkumpul.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian  dengan 
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa 
adanya dengan melihat pada perundang-undangan,dan Keputusan Hakim.
C. Sumber Data
Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder.
a. Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung 
kelapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan 
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh 
melalui angket  yang di pandang meragukan.
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b. Data sekunder berarti data yang diperoleh melalui library research atau penelitian 
kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan 
tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  penelitian 
ini.
D. Metode pengumpulan data
a. Pengamatan (Observasi)
Observasi/pengamata nmerupakan teknik pengumpulan data yang menuntut 
adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. 
b. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic 
tertentu. 
E. Instrument Penelitian
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang di 
gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau field research yang meliputi 
observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 
dibutuhkan kamera, alat perekam, laptop dan alat tulis menulis berupa buku catatan 
dan pulpen.
F. Tekhnik Pengelolaan Dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
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Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah :
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan 
sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan.
Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data 
dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
Pengambilan kesimpulan adalah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan.
b.  Analisis Data
Setelah semua data yang terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh 
baik data primer, maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normative 
(syar’i) dan yuridis formal dan mengacu pada konsep doctrinal hukum. Data yang 
bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat 
dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
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BAB IV
PRAKTEK PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH PASCA CERAI DI 
PENGADILAN AGAMA KELAS II A SUNGGUMINASA
A. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah Tingkat II (TK. II) Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. 
II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-undang Nomor 2 
tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
RI No. 1882). Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama Andi Ijo Dg. Mattawang 
Karaeng Lalowang, yang juga dikenal dengan nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya dan merupakan Raja Gowa yang terkahir (Raja 
Gowa ke XXXVI). 
Somba sebagai kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
Kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
yang pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Muhammad Iskin. Qadli pada 
saat itu berfungsi sebagai penasehat kerajaan atau hakim agama yang bertugas 
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memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang agama, demikian secara turun 
temurun sampai pada Qadli keempat sekitar tahun 1857-1956. 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1957 
terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan 
wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 
kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama Republik Indonesia 
sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus Qadli) yang 
tugasnya hanya sebagai pendoa dan imam pada Shalat Idul Fitri maupun Idul Adha. 
Pada tanggal 3 Desember Tahun 1966, terbit Surat Keputusan (SK) Menteri Agama 
Nomor 87 Tahun 1966 yang mengamanatkan terbentuknya Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa dan menjalankan tugas-tugas peradilan 
sebagaimana PP No. 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syariah Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 1967 dan dipimpin oleh Ketua 
Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha serta memilki wilayah 
kekeuasaan meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. 
Awal berdirinya PA. Sungguminasa, hanya memiliki 2 (dua) orang Pegawai, 
yaitu K.H.M. Shaleh Thaha sebagai ketua dan Muh. Syahid sebagai pesuruh. Praktis 
dengan kondisi demikian, PA. Sungguminasa belum dapat berbuat apa-apa. Sidang-
sidang, belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah lembaga peradilan belum 
tersedia. Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. Padahal, sebuah persidangan 
hanya dapat melaksanakan bila unsur-unsur tersebut ada. Bukan hanya dari segi 
sumber daya manusianya yang menyebabkan PA. Sungguminasa belum dapat 
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memenuhi fungsinya sebagai lembaga peradilan, tetapi dari segi sarana fisik 
(perkantoran) dan Alat-alat Administarsi serta pendukung lainnya sangat minim, 
sehingga terkadang digunakan uang pribadi ketua. 
Sebagai tempat segala pelaksanaan segala aktivitas peradilan, PA. 
Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang 
berhadapan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Di Rumah Sakit itulah, PA. 
Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan. Kurun waktu 1967-1976, PA. 
Sungguminasa masih dalam tahap pembenahan mendasar. Dengan demikian, tugas-
tugas sebagai sebuah lembaga peradilan belum berjalan secara maksimal. Hal ini 
dapat dimaklumi, disebabkan minimnya personil (Tenaga kerja) maupun sarana 
pendukung lainnya (Administrasi dan Perkantoran). 
Begitu pula dengan para pencari keadilan yang berperkara, menyampaikan 
permohonan ataupun gugatannya tidak tertulis, tapi secara verbal (lisan). Tetapi 
sebelum masalahnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, terlebih dahulu 
diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing melalui tokoh masyarakat 
setempat. Kemudian setelah tokoh masyarakat tidak dapat menyelesaikannya, lalu 
kemudian diproses oleh PA. untuk proses lebih lanjut. 
Ketua PA. Sungguminasa dari tahun ke tahun seperti yang dikutip dari 
website PA. Sungguminasa : 
a. K.H. Muh. Saleh Thaha (1966-1976)
b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir (1976-1982)
c. K.H. Muh. Syahid (1982-1984)
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d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H (1984-1992) 
e. KH. Muh. Alwy (tidak Aktif) 
f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir (1992-1995) 
g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H (1995-1998) 
h. Dra. Hj. Rahmah Umar (1998-2003) 
i. Drs. Anwar Rahman (4 Februari s/d September 2004) 
j. Drs. Khaeril R, M.H (4 Oktober s/d 14 Desember 2007) 
k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H (14 Desember 2007 s/d 2012) 
l. Drs. Hasanuddin, M.H (2012 s/d 2016).
m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2016- Sekarang).
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa 
a.  Letak Geografis 
Awal pendirian Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa berlamat di Jalan 
Andi Mallobassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah ke Jalan Mesjid Raya No. 25 dan 
menempati gedung baru yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung. Waktu 
yang ditempuh dari Kota Makassar menuju PA. Sungguminasa ± 15 Menit dan ± 5 
menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf. Secara geografis, PA. 
Sungguminasa memilki letak astronomis 5º11’55.6” LS - 119 º27’11.3” BT dan juga 
memiliki batas-batas wilayah, 
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1)  Utara: Kota Makassaar. 
2)  Selatan: Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bonturannu. 
3)  Timur: Kecamatan Pattalassang.
4)  Barat: Kecamatan Pallangga. 
b. Visi dan Misi 
Adapun visi PA. Sungguminasa adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi 
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan”. 
Visi PA. Sungguminasa diatas diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai 
PA. Sungguminasa dalam melaksanakan aktivitas. PA. Sungguminasa menginginkan 
dirinya menjadi suatu “lembaga” yang dapat memberikan “Jaminan” bagi pencari 
keadilan, baik dari sisi pelayanan maupun penyelenggaraan proses peradilan sesuai 
dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kinerja sumber daya 
manusianya, sarana prasarananya mampun sistem yang diterapkan sesuai dengan 
tugas yang diemban dari MA itu sendiri, sehingga keberadaannya selalu 
diperhitungkan, disenangi bahkan dapat menjadi solusi bagi semua pihak. Keinginan 
menjadi sebuah institusi yang berkualitas sehingga dapat disejajarkan bersama 
dengan intitusi lainnya dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik tentunya 
mempunyai konsekuensi yang cukup berat dan cukup menantang bagi perwujudan 
dari rasa keinginan tersebut. Keinginan yang besar ini akan diiringi dengan Misi yang 
akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja. 
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Berdasarkan visi PA Sungguminasa yang telah ditetapkan tersebut seperti 
yang dikutip dalam Laporan Tahunan 2013 PA. Sungguminasa, maka beberapa Misi 
PA Sungguminasa sebagai perwujudan dari Misi MA untuk 5 (Lima) tahun 
mendatang,   diantaranya:
1) Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan 
persidangan dan pelayanan 
2)   Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat. 
3)  Meningkatkan kinerja peradilan berbasis Teknologi Informasi 
4)  Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 
c.  Struktur Organisasi 
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Tabel 4
Struktur Organisasi Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa
Ketua :  Dra. Nur Alam 
Syaf, S.H., M.H.
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M.H.
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d. Jumlah Perkara 
Perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mayoritas 
perkara kontentius (sengketa antara dua orang) dan minim perkara Volunter (tidak 
mengandung sengketa). Berikut gambaran jumlah perkara yang diterima Pengadilan 
Agama Sungguminasa selama tahun 2015.
Tabel 5  Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
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Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2013 s/d 2015.
e.  Wilayah Hukum 
Wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi seluruh wilayah 
Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 Kecamatan yaitu: Somba Opu, Pallangga, 
Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontorannu, Pattalassang, 
Bontonompo Selatan, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Tompobulu, Biringbulu, Bungaya, Bontolempangan, dan Parigi.
B. Analisis Pelaksanaan Nafkah Iddah pasca Cerai 
Berkenaan dengan permasalahan hak-hak Isteri yang di talak oleh suami dan 
pelaksanaan nafkah iddah secara jelas tertuang baik dalam undang-undang maupun  
Kompilasi Hukum Islam di dalam Undang-Undang aturan tersebut pada pasal 86 ayat 
(1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang bertujuan untuk  membela hak-hak isteri 
yang di talak.
Pelaksanaan nafkah iddah pada perkara No.220/Pdt.G/2015/PA.Sgm.
Cerai Talak antara Herman bin Patahuddin (35 tahun) sebagai Pemohon melawan 
Mainda binti manji (40 tahun) sebagai termohon.
Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi ada empat substansi 
penting yaitu : pertama, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran 
antara pemohon dan termohon; kedua yaitu penyebab dari perselisihan dan 
pertengkaran tersebut karena termohon sering berhutang, dan mencurigai pemohon 
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telah berselingkuh dengan tantenya; ketiga yaitu antara pemohon dan termohon telah 
hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama dan 
setidaknya sudah berlangsung 3 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi; 
keempat; adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon 
namun tidak berhasil. 
Meskipun termohon tidak mengajukan jawaban, namun karena perkara ini 
berkenaan dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis, karenanya perlu di 
tetapkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan 
pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan 
ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga keduanya sulit 
untuk rukun kembali. Sehingga dengan mengingat peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini maka hakim 
mengabulkan permohonan pemohon; mengizinkan pemohon, Herman bin Patahuddin 
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, Maidah binti Manji di depan 
sidang pengadilan Agama Sungguminasa; dan membebankan biaya perkara kepada 
pemohon. Setelah mengucapkan ikrar talak di depan persidangan maka majelis 
Hakim memberi tahu kepada Pemohon (Herman bin Patahuddin) tentang ada nafkah 
Iddah yang harus di tunaikan kepada isteri yang di talak. 
Sama halnya dengan perkara nomor 155/Pdt.G/2015/PA.S.gm. cerai Talak 
antara Imran Priono bin H. Indra Jaya Habib (46 tahun) sebagai pemohon melawan 
Annisa binti Yan Pandelangi (45 tahun) sebagai termohon yang membedakannya 
hanya perkara ini merupakan perkara putusan Verstek, berikut hal substansi yang 
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penting dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : pertama, ada dan seringnya terjadi 
percekcokan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yang kedua yaitu 
penyebab dari percekcokan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak mau 
mendengar nasehat pemohon dan masalah ekonomi, ketiga yaitu antara pemohon dan 
termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman 
bersama yang sudah berlangsung sejak 24 Desember 2014 hingga sekarang tidak 
saling menghiraukan lagi;
Ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan 
dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcokan dan pertengkaran yang 
terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak   berkumpulnya suami isteri 
dalam satu kediaman bersama. Sehingga dengan mengingat adanya peraturan 
perundang-undangan dan hukum syara’ berkaitan dengan perkara ini, hakim dalam 
amarnya yaitu : menyatakan termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk 
mengahadap di persidangan, tidak hadir; mengabulkan permohonan pemohon dengan 
verstek; mengizinkn pemohon, Imran Priyono Bin H. Indra Jaya Habib, untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, Annisa binti Yan Pandelangi, di 
depan sidang pengadilan Agama Sungguminasa; memerintahkan panitera pengadilan 
Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini 
kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan 
pemohon dan termohon di langsungkan; membebankan kepada pemohon untuk 
membayar biaya perkara. Setelah mengucapkan ikrar talak di depan persidangan 
maka majelis Hakim memberi tahu kepada Pemohon tentang ada nafkah Iddah yang 
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harus di tunaikan kepada isteri yang di talak. Namun jika tidak memberikan padahal 
suami tahu akan hukum nafkah iddah maka pihak suami dosa terhadap isteri karena 
hal ini merupakan kewajiban sesuai Firman Allah swt. QS.Al-Baqarah/2: 228. 
وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ ِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ...
Terjemahnya:
“Dan Perempuan-perempuan yang bertalaq, hendaklah mereka menahan diri 
mereka tiga kali quru’”.
Isteri yang telah di cerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah 
(masa tunggu) selama tiga kali suci dan bila di harikan minimal 90 (Sembilan puluh) 
hari. Hal ini sebagaimana di sebut dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 
1975, ayat 1 sub (b) sebagai berikut : “Apabila perkawinan putus karena perceraian 
yang berdatang bulan di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 
(Sembilan puluh) hari”.  
Penulis dapat memberikan kesimpulan tentang  di laksanakannya kewajiban 
nafkah iddah yaitu Ketidaktahuan suami tentang masalah pelaksanaan nafkah iddah 
sehingga hakim berinisiatif apabila pemohon telah melakukan ikrar talak maka ada 
hak yang harus di tangguhkan oleh suami sekalipun putusan itu Verstek. Hal ini telah 
di atur dalam Undang-Undang maupun dalam al-quran tentang Iddah isteri yang telah 
di ceraikan oleh suami baik itu di luar pengadilan maupun dalam pengadilan Agama.
Berbeda halnya dengan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Sgm. Cerai Talak 
yang dilakukan ole Masyur M bin Manra Dg.Ngemba (60 tahun) sebagai Pemohon 
Konvensi/tergugat rekonvensi; melawan Dahlia Leo binti Mado Dg. Leo (53 tahun). 
Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, pemohon dan termohon datang 
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menghadap sendiri di persidangan; kedua pihak berperkara telah di upayakan damai 
melalui mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya pemeriksaan 
perkara di dahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan 
maksudnya tetap di pertahankan oleh pemohon, tahap jawab menjawab. Selanjutnya 
replik oleh pemohon dan duplik oleh termohon secara lisan terhadap duduk 
perkaranya. Kemudian alat bukti surat dan saksi. Kemudian termohon konvensi selain 
mengajukan jawaban, telah juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan 
dengan jawabannya, dan karena identitas yang tertulis dalam konvensi di ambil alih 
menjadi identitas yang tertulis dalam konvensi di ambil alih menjadi identitas dalam 
perkara rekonvensi, sehingga termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam 
rekonvensi (gugatan balik), sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat 
dalam rekonvensi.
Bahwa pengugat rekonvensi/termohon konvensi mengajukan secara  
kesimpulan secara lisan dalam rekonvensi bahwa pengugat rekonvensi/termohon 
konvensi tetap menuntut haknya berupa nafkah lampau, dan adapun mengenai mut’ah 
dan Iddah .atas gugatan pengugat tersebut, tergugat mengakui secara berklausa 
sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah tersebut, tergugat tidak setuju 
memenuhinya karena uang kredit pensiun di BRI sudah di pakai untuk 
modal usaha atas kesepakatan bersama, yang di angsur.
2. Untuk biaya mut’ah berupa emas tergugat hanya sanggup 3 gram 24 karat.
3. Untuk nafkah iddah, pemohon sanggupi hanya 250.000/ bulannya.
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Pokok permasalahan dari masalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada pengugat sehingga 
tergugat patut dihukum memberikan nafkah lampau kepada pengugat ?
2. Apakah kemampuan tergugat untuk memberikan mut’ah dan iddah kepada 
pengugat telah memenuhi rasa keadilan?
Nafkah Namun kewajiban suami terhadap isterinya, sesuai dengan 
penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, 
mulai berlaku sesudah tahkim sempurna dari isterinya tetapi suami gugur 
kewajibannya (gugur) apabila isteri nusyuz. Sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan b 
jo pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana 
perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak 
kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda dan mut’ah itu wajib di 
berikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan 
demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini 
merupakan inisiatif dari tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban 
bagi tergugat selaku suami kepada tengugat selaku suami kepada pengugat sebagai 
isteri.
Dalam konvensi dan Rekonvensi perkara ini majelis hakim mengadili dalam 
Konvensinya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
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2. Mengizinkan pemohon, Mansyur M bin Manra Dg. Ngemba untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, Dahlia Leo binti Mado 
Dg. Leo, di depan Sidang Pengadilan Agama Sunguminasa.
Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan tergugat telah lalai memberi nafkah kepada pengugat sejak bulan 
November hingga bulan Maret;
3. Menghukum tergugat membayar nafkah yang di lalaikannya tersebut sejak 
bulan November 2011 hingga bulan Maret 2015 sejumlah Rp.500.000,x 41 
bulan= 20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan mut’ah kepada pengugat berupa 
emas 24 karat seberat 3 gram ;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan iddah kepada pengugat untuk selama 
tiga bulan sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar mut’ah dan Iddah tersebut kepada 
pengugat sesaat sebelum tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat 
di depan sidang Pengadilan agama Sungguminasa. 
7. Selanjutnya semua biaya perkara di bebankan kepada pemohon 
konvensi/tergugat rekonvensi.
Dari perkara diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah iddah, 
mut’ah, kiswa dan lain sebagainya yang merupakan kewajiban suami setelah ikrar 
talak di depan Pengadilan namun dalam pelaksanaan suami yang akan memenuhi 
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nfakahnya di sesuaikan dengan kemampuannya, tidak boleh ada paksaan sesuai 
dengan pertimbangan Hakim.
C. Respon Hakim terkait Pelaksanaan Nafkah Iddah
Adapun terkait masalah respon Hakim dalam masalah pemberian nafkah 
Iddah. Penulis mencoba mewawancarai hakim pengadilan Agama Sungguminasa 
beliau mengatakan :
“pembagian harta jika banyak harta terlebih dahulu minta di bagi, tetapi 
terkadang suami juga belum serahkan maharnya padahal sudah di ceraikan dan 
terkadang di luar dugaan yang di minta kadang rumah, atau benda-benda yang 
bernilai  mobil yang di janjikan selama (dalam nafkah mut’ah) aturan mengenai 
mut’ah di atur agar isteri yang di ceraikan senang.  
Sedangkan pelaksanaan atau cara isteri menuntut haknya menurut hasil 
wawancara dengan bapak Hakim Pengadilan Agama Sunguminasa:
“Proses cara menuntut haknya : isteri yang mengugat setelah tahap pembacaan 
permohonan cerai di jawaban bisa minta, mengajukan rekonpensi.” 
Pelaksanaan pembuktian layak atau tidaknya pelaksanaannya apakah suami 
tersebut mampu untuk menunaikannya maka dalam amar suami di hukum untuk 
melaksanakannya tuntutan isteri , berikut penuturan pak hakim Drs. Ahmad Nur, 
M.H. selanjutnya :
“Dalam pelaksanaannya di kasi atau tidak di lihat apakah betul dia berhak untuk 
mendapatkan hak-haknya itu apabila nafkah, rumusannya itu isteri nuzhus tidak 
dapat namun nafkah mutah dapat tetapi hadhanah Harus di lihat dulu apakah 
layak atau tidak di kasi dengan melihat amarnya. Amar memberikan batasan, 
beban-beban tidak melaksanakan maka putusan itu nol kembali bisa di katakan 
kembali suami isteri Hak-haknya terkait harta bersama bisa terjadi eksekusi 
(pengambilan secara eksekusi)”. 
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Beliau juga mengatakan terkait dengan tindakan pengadilan agama bagi suami 
yang tidak memberikan nafkah iddah. Apabila setelah lewat enam bulan tersebut 
suami tidak memenuhi kewajibannya, maka putusan tersebut tetap di anggap nol (0) 
kembali dan tidak jadi cerai atau batal sehingga tidak ada gunanya putusan tersebut. 
Bisa di katakan dia kembali suami isteri. Tetapi jika terkait dengan harta bersama lalu 
pihak pemohon telah melakukan ikrar talak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya 
maka pihak tergugat boleh mengajukan Eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan 
putusan secara paksa. 
Dalam masalah ini hakim biasanya akan memerintahkan pihak suami untuk 
menyediakan uang dan membayarkannya langsung di depan Hakim. Karena ada rasa 
kekhawatiran hakim, karena biasanya suami tidak mau memberikan nafkah iddah 
maupun nafkah mut’ah sesuai kesepakatan setelah perceraian.
Berdasarkan penelitian dan wawancara kepada hakim pengadilan Agama 
Sungguminasa, maka penulis memaparkan beberapa hal. Bahwa dalam suatu sidang 
perceraian khususnya cerai talak (permohonan cerai yang di ajukan oleh suami), 
Pengadilan Agama dapat menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami. 
memerintahkan mantan suami untuk memberikan mut’ah kepada mantan isterinya 
dan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus 
dirinya sendiri.
Akibat hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan kewajiban 
pemberian mut’ah dan nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan, maka mantan 
isteri atau wali dari anak dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang 
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memperoleh kekuatan hukum tetap ke Pengadilan Agama yang memutuskan perkara 
tersebut, kemudian Pengadilan Agama atas permohonan eksekusi tersebut akan 
memberikan aanmaning (teguran) 2 (dua) kali kepada mantan suami. Apabila mantan 
suami tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela, maka 
Pengadilan Agama dapat memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengadakan 
eksekusi atau penyitaan atas harta yang di miliki mantan suami.
Namun demikian para hakim menyadari bahwa meskipun perceraian di 
lakukan di Pengadilan Agama, tidak selalu nafkah iddah di laksanakan dengan baik 
dan efektif. Hal itu di sebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut :
1. Keadaan finansial mantan suami yang terbatas karena banyak di gunakan untuk 
membiayai proses perceraiannya dengan termohon serta biaya kuasa hukum 
dalam pembelaan pemohon di Pengadilan.
2. Tidak adanya pasal dalam undang-undang serta peraturan yang lain, yang 
mengatur batas waktu penundaan pemberian nafkah mut’ah suami kepada 
mantan isterinya.
3. Kurangnya kesadaran moral mantan suami (duda) karena suami tidak dapat 
menerima sikap baik mantan isteri dan keluarganya sebelum terjadi perceraian.
Namun begitu, jika perceraian dilakukan di pengadilan agama beberpa 
tindakan hukum baik oleh hakim maupun pihak yang berperkara dapat di upayakan 
dimana kebijaksanaan Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai cara untuk 
melindungi hak mantan isteri untuk mendapatkan mut’ah dan untuk mengatasi 
beberapa hambatan dari pihak suami seperti di atas sebagai berikut :
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1. Sebelum suami membacakan ikrar talak, suami terlebih dahulu harus 
menyelesaikan kewajibannya yang telah tercantum dalam amar putusan yang 
salah satunya adalah biaya mut’ah.
2. Apabila kewajiban atas pemenuhan biaya mut’ah itu telah dilaksanakan, 
barulah mantan suami boleh membacakan ikrar talak bagi isterinya di depan 
hakim Pengadilan Agama.
Setiap Putusan pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan 
sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang 
berlaku memberikan jalan yang harus di tempuh oleh pihak Penggugat, yaitu melalui 
permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian di lakukan di 





Dari uraian Penjelasan dan Pembahasan mengenai nafkah iddah dan 
pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas II A maka penulis memberikan beberapa 
Kesimpulan yaitu:
1. Pelaksanaan nafkah Iddah pasca cerai dari beberapa kasus yang telah di analisis 
dalam putusannya yaitu bahwa apabila suami (Pemohon untuk cerai Talak) telah 
mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i di Pengadilan Agama 
Sungguminasa maka hakim memperingatkan kepada pemohon bahwa ada nafkah 
Iddah yang harus di tunaikan oleh suami untuk memberikan hak isteri baik itu 
nafkah Iddah pasca di ceraikan, nafkah mut’ah maupun hadhanan maupun biaya 
anaknya sampai anak tersebut mumayyiz.
2. Jika perceraian di lakukan di Pengadilan agama maka mantan isteri atau wali dari 
anak dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusab yangmemperoleh 
kekuatan hukum tetap ke Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian. 
Kemudian Pengadilan Agama atas permohonan eksekusi memberikan aanmaning 
(teguran) 2 (dua) kali kepada mantan suami, apabila mantan suami tetap tidak 
melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela, maka Pengadilan Agama 
dapat memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengadakan eksekusi atau 
penyitaan atas harta yang di miliki mantan suami.
B. Implikasi Penelitian
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Mengacu pada kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya menimbulkan 
implikasi sebagai berikut :
1. Tokoh Agama hendaknya memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang fiqh 
keluarga secara detail bukan dengan secara umum saja dan harus ada sosialisasi 
tentang pelaksanaan hukum keluarga kepada masyarakat, agar masyarakat tidak 
sekedar tahu saja tentang fiqih keluarga akan tetapi masyarakat juga tahu hak dan 
kewajiban masing-masing, terutama hak dan kewajiban setelah perceraian terjadi.
2. Baik pengadilan Agama, KUA maupun aparat desa harus bekerja sama dalam 
mensosialisasikan hukum keluarga, dan memberikan penjelasan kepada 
masyarakat setempat bahwa perceraian yang di lakukan tidak melalui Pengadilan 
Agama hanya sah menurut agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum dan 




Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak 
dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
9ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ﷲ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
اَ fatḥah a A
اِ Kasrah i I
اُ ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
يَ fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i
َو fatḥah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf  dan 
tanda
Nama
يَ… / اَ …. Fatḥah dan alif atau ā a dan garis di 
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yā̓̓ atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di 
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah.Contoh:
دين الله    dīnullāh  با لله  billāh
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). 
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
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